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Pemprov DKI Siap Hadapi Hak
Angket

JAKARTA — Pemprov DKl Jakarta siap
menghadapi hak angket yang akan
diajukan Bewan. Pemprov DKljuga
mengancam akan membuka temuan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dua tahun lalu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) mem-
persildkan Dewan meneruskan
proses hak angket yang menjadi
kewenangannya. Namun, pi-
haknyajuga akan mengirimkan
suratke Dewanuntukmenanya-
kan persetujuan temuan BPKP
selama dua tahun yang dalam
laporannya ada anggaran si-
JumandalamAPBDDKI Jakarta.
“Paripurnakansudahselesai,
tinggal sekarang mendagri mau
terimaatautidakdenganformat
e-budgeting. Tadi kita sudah
mengembalikan lagi apa yang
diminta Kemendagri (Ke-
‘menterian Dalam Negeri). Kita
lihatsajaprosesnyasepertiapa,”
kataAhokdiBalai Kotakemarin.
~ Halyangsama diungkapkan
Wakil Gubernur DKI Jakarta
Djarot Syaiful Hidayat. Dia
mempersilakan Dewan mene-
ruskanproseshakangketuntuk
menelusuri kebenaran Anggar-
an Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Konflik antara DPRD dan
Pemprov DKI Jakarta kembali
muncul. Kali ini konflik terkait
pembahasanAPBDDKIJakarta
2015 sebesar Rp73,08 triliun
yangtelahdisepakatidandisah-
kan pada 27 Januarilalu.
Masalah muncul ketika draf
APBD2015yangtelahdisahkan
tersebutlangsungdikirim Pem-
prov DKI Jakarta ke Kemen-
dagri tanpa kembali dibahas
bersamaDPRD. Sepekankemu-
diandraf APBD tersebutdikem-
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balikan Kemendagri lantaran

 dinilai kurang memenuhisya-
rat teknis perihal rincian no-

menklatur.

Selain pengembalian draf
APBD,Dewanjugamenyorotidi-
masukkan anggaran ke dalam
sistem e-budgeting sebelum
APBD disahkan. Pemasukan
anggaran ke sistem e-budgeting
ini dilakukan Pemprov DKI Ja-
kartasaatKUA-PPASdisepakati.
Dengan sistem ini, alokasi ang-’
garantidakbisalagidiutak-atik.

Menurut Djarot, APBDyang
dikirimkan ke Kemendagyi me-
rupakan hasil yang disepakati
antara eksekutif dan legislatif
sertatertuang dalamrapatpari-
purna. Hanya, ketika APBD di-
sampaikan ke Kemendagri, ada
perbedaan persepsi antara De-
wan dan Pemprov DKI Jakarta.
Untuk itu, Kemendagri turun
tangan untuk meneliti dan me-
mediasipolemikini.

“Dewan itu kan teman-te-
man kitajuga. Saya bilang sama
merekasilakansajateruskanhak
angket. Kalau mediasiituada di
Kemendagri. Tinggal Kemen-
dagribisaenggak memprosesini.
Kan sudah disetujuioleh DPRD,
27 Januarilalu,” paparnya.

Terkait optimisme kalangan
anggota Dewan bahwa hak ang-
ket ini dapat melengserkan
Ahok dari jabatan gubernur,
Djarot menegaskan itu tidak

akan terjadi, Memberhentikan .

gubernurbukanlahperkaramu-
dah. Apalagi hak angket muncul

terkait polemik APBD yang
diyakini sesuai aturan. “Tidak

" perlu bentuk tim pencegah hak

angket. Nanti kita lihat. Saya
yakin APBDyangkamiserahkan
segera disahkan Kemendagri.
Untuk menggulingkan guber-
nur DKI Jakarta bukanlah hal
yangmudah,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua
DPRD DKI Jakarta M Taufik
mengakui  menggulingkan
Ahok dari kursi DKI 1 itu me-
mang bukanlah perihal yang
mudah. : Dibutuhkan waktu
maksimal 60 hari dalam menja-
lankan proses hak angket. Ken-
dati demikian, diameyakini ha-

sil akhirnya Ahok berhenti '

menjadi gubernur setelah Mah-
kamah Agung (MA) melihat se-
muakebenarannya.

“APBD yang dikirimkan
Ahok itu bukan hasil proses
pembahasan hingga paripurna.
Ahok mengirimkan lampiran
dokumen usulan kegiatan yang
belum dibahas dan diparipur-
nakan. Kanii punya lampiran
perbedaan dokumen APBD ter-
sebut,” sebutnya.

Taufik menuturkan, pari-
purna pengesahan panitiathak
angket gilakukan besok. Sebe-

ha digelax hai ini. Mepurut
Taufik, harii

;lumnya diren&anakan‘paripur-

i digunakan un-

tuk menyebar undangan dan

penyempurnaai teknis lain
agar tidak ada kesalahan dalam
Artinya, syarat pengajuan hak
angket yakni minimal disetujui
15% anggota Dewan dengan

‘difafraksisudah terpenuhi.Me-

nurut Taufik, Jumat (20/2) me-
reka sudah lakukan rapat pim-
pinan. Ketuapanitiahakangket
sudah disetujui yakni Jhony Si-
manjuntak (ketua Fraksi PDIP
DPRD DKl Jakarta).

Setelah diparipurnakan, pa-
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nitia hak angket dengan ang-
gota yang idealnya berjumlah -
sekitar 33 orang perwakilan
dari masing-masingfraksiakan’
bekerja menyelidiki kesalahan
fatal Ahok dengan waktu mak-
simal sekitar dua bulan. Meski
demikian, sebisamungkinpani-
tia hak angket akan memper-
cepatkerjanyasekitar 30hari.
®bimasetiyadi

DJAROT SYAIFUL
HIDAYAT
Wagub DKl Jakarta

“Saya bilang sama
g mereka silakan saja
2 teruskan hak
angket. Kalau
nsokitaman  Mediasiituada di
PURNAMA Kemendagri.”
Gubernur DKl Jakarta
~ “Paripurnakan
sudahselesai, tinggal
sekarang mendagri
mauterimaatau
tidak denganformat
e-budgeting.”

DOKKORANSINDO

MTAUFIK
Wakil Ketua DPRD
DKl Jakarta

“Ahok mengirim-
‘kanlampiran
dokumenusulan
kegiatanyang
belumdibahasdan
diparipurnakan.”
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